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PERATURAN BUPATT BEKASL 

NOMOR 24 AN 2M+ 

TENTANG 

PENJABARAN PETANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUP ATEN BEKASI 

TAHUN ANGGARAN 2009 

I 

Merim.bang 

Mengingat 

Dengan Amat Tutan Yang Maha tee 

BUPATI BEKASI, 

batwa dalam rang.a melaksanakan ketentuan asa9Peratur 
Daerah Kabupaten Bekasi Namor 4 Tatun 2010 tentang 
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Aggaran Pendapatan a 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 20o9, m.aka Penjabaa 
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai nincian lebi lanjut 
dari Pertanggungiawaban Pelaksanaan Aggaran Pendapata 
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapka 
dengan Peraturan Bupati 

f. (dang-Undang Nomor 14 Tahu.in 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Da la  mn  
Lingkungain Propinsi Jarva Barat (Benita Negara 
Tahun 1950 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik indonesia 
Tahun 1985 Noor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhik Indonesia Nomnor 3312) sebagaimana telah ibah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahuin 1994 tentang 
Pajak Bumm dan Bangunan (Lembaran Negara Repubk 
Indonesia Tahu 1994 Nom&r 62, Tambahan Lemnbaran 
Negara Repubhik Indonesia Nomnor 3569; 

3. Undang-Undang Noror 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retrbusi Daerah (Lembaran Negara Fepubike 
Indonesia Tahun 1997 Nornor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Repubbk Indonesia Norge 3685 sebagaimane telah 
diubah dengan Unaang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
tgntan Peebahan atas Udang-UJndang Nomor 18 
Tahu 1gg7 tetan Pajak Daerah da fRetriusi Daera 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246 "arnbahan Lroaran Negara Reub 
Indonesia Nooe 448% 



I 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentan Be 
Perolehan Hake Atas Tanah dan Bangunan (Lemnbaran 
Negara epublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomo 3688 

5. Undang-Lndang Noror 28 Tan 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebars dart 
Korupsi, Kolusi dan Nepotismne (Lembaran Negara Repub4e 
Indonesia Tahun 1999 Nomnor 75, Tambahan Lerbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-4dang Nom&r 17 faun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Taubahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) 

7. Undang- Undang  Nomnor  1  Tahun 204 tentang 
Perbendanaraan Negara (Lembaran Negara Republi 
Indonesia Tahu 2004 Nomnor S, Tan.bahan Lem.baran 
Negara Repubik Indonesia Norge 4355 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Repubtik Indonesia Tatun 2004 Nomor 53 
Tambahan Lembaran Negara Republik tndones le 

Nomo 4389 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun 204 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara epubk Indonesia 
Nomor 4400 

0. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sigterm 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaan Negara 
Republike Indonesia Thun 2004 Noor 104, Tanbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 4421 

1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pememtahan Dara"_(ooaran Negara pub»i 
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara epublik Indonesia Nomor 4437)sebagai0a0a tela.h 

diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang 
Nomnor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kecdua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubike 
Indonesia Tahu 2008 Nornor 59, Tambahan Lermnbaran 
Negara Republk Indonesia Nomnor 4844) 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan /euagain Antara Pemenintahan Pus.at an 
Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara e pu b e  
Indonesia Tau 20O4 Nmor 126, Tabahan Lmbaran 
Negara Republike Indonesia Nomnor 4438; 



13. Peraturan Pemerintah Namer 65 Tahun 2001 tentang Paga# 
Daerah (embaran Negara Repubik tnionesia Tatun 200 
Nmor 118, Tanbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Norm@r 4138 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentag 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tun 2001 Nomnor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139 

15. Peraturan Pererintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara fepubilk intonesia 
Nomnor 4540) seba9aim7an1a telah beberapa kali diubah 
terakhir de9an Peraturan Pererintah Nomor 2' Tahu 
2007 tentang Perubahan Ket.ga Atas Peraturan Pernerint.ah 
Norm&r 24 Tahu 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimnpinan dan Anggota Dewan Perea.kilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 20O7 Non.r 47, 
Tabahan Lembaran Negara Nomor 4712 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengeiolaan Keuan9an Badan Pela ya0an Lum (Lerbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomnor 48 
Tarnbahan Lembaran Negara epublike Indonesia 
Nomor 4502), 

17 Peraturan Pererintah Noor 54 hun 2005 tentang 
fijaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20OS Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noor 4574 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
20OS Nomor 49, Tanbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noor 4575) 

19 Peaturan ecnerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Noor 138, Tarn.bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 "ahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 200S 
Nomor 139 Tarnbaan Lebaran Negara PRepub 
Indonesia Noor 4577 

2t Peraturan Pemeintah Nomor S8 Tahu 2005 tentang 
engeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Pepubli 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14. Tabahan Lernbaran 
Negara epub#k Indonesia Norr 4578 

' 
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22 Peraturan Pemeritah Nmor 65 TAhun 2005 entang 

Pedoman Peryusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 20O 
Nomor 2s,labahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585, 

23. Peraturan Pererintah Nomor 79 fahun 2005 tentang 
Pedoman Perbinaan da Pengawas.a Peryelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahu 2005 Nmor 165, Tarnbahan Negara Repube 
ldonesia Nomor 4592 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuagain dan Kinerja Instansi Permneint.ah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Ropubile 
Inionesia Nomor 4614) 

25. Peraturan Pemenintah Nomor 38 Tahun 20OT tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pererintah 
emerintahan Daerah Prinsi da Pecnerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lerbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Na0nor 82, Tambaha Lembaran Negara 
Nomor 4347) 

26. Peaturan Menteni Dalam Negeri Namnor 13 Tahun 20O6 
tan g_ Pesoman_ Perpetoiaan  "8,Pea 
$ebagain.an.a tela.h diubah dengan Peraturan Menteni Dalarn 
Negeni Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Ata 

Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

27 Peraturan Menteni Dalam Negen Nomor 30 Tahun 2007 
tentang Pedoman Peryusunan Anggaran Pendapatan da 
Belanja Daerah Tamun Anggara 2008 

28. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 65 ahun 20OT 
tentang Pedoman Evaluasi fancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pbndapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania Daera 

29 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Noma 33 "gun 2001 
tentang Visi dan Misi Kabupaten Bekasi, (Lemnbaran Daerah 
Kabupaten Belkasi Tahun 2001 Nomor 15 Seri D) 

30. peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 faun 20OT 

tentang Pok@kc.Polcole Pengelola.an Keuangan Daerah 
(Lembaran Darah Kabupaten Bekas/ Tahun 200 
Nomor 1) 

31 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Rencaa Permnbangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bekas Tabun 2007-2012 (Lembaran Daeran 
Kabupaten Beas Tahu 2007 Nmor 13); 



32 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tatun 2008 
tentang Urusan Pererintaha Kabupaten Bekasi Tahu 
Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Blasl 
Tahun 2008 Nomor 6 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Belas Nomor 1 Tatun 2009 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten BekaSi 
Tahun 2009 Nomor 1); 

34 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nome $  Tahun 2009 
tentan Perubahan Aggaran dan Belanja Daer Tahun 
Anggaran 2009 (Lembaan Daerah Kabupaten Belcasi 
Tahun 2009 Nomor 5) 

3s. Peraturan Darah Kabupaten Bekasi Nomgr Tahun 209 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belka.si 
Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 
Nomor 7) 

36. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2009 tentaa 
Penjabaran Anggarag Penlapatan dae Belanja Daerah 
shun Anggaran 2009 (Berta Daerah Kabupaten Belkasi 
Taun 2009 Nomor 3 

37 poeaturan Bupati Belcasi Nomnor TAun 2009 tentag 

Penjabaran Perubaha Anggaran Pendapatan dan Belania 
Daerah Tahun Anggaran 2009 (Benita Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2009 Nomnor 7) 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bexasi Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
endapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belcasi 
Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2010 Nomor 4) 

MEMUTUSKAN 

PERATUAN BUPATT BEKASI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNG.JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BEKAg¥ 
TAHUN ANGGARAN 2009 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2009 

f Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerat 

b. Dana Perimbangan 
hp. 287.299.507.395.00 

Rp.1.077 791.052.669.00 

c Lain-lain Pendapatan Yang San BD 258.562.749.450,00 

Jumlah Pendapatan Ro. 1.623.653.309.514,00 



2 Betanja 

• Belarya Tidak Langsung 

1)Belanja Pegawai o. 612218.721.138.00 
2Belanja Hibah o 98.974.293.692.00 

) Belanja Bantuan Sosial Ro 140.772.071.300.00 

6) Belanja Bagi +iasid Ro 15.633.164.000.00 

7)Belanja Bantuan Keuangan mp 44.922.773.000.00 

8) Belanja Tidake Terduga Bo 1.991.445.100.00 
' 

R. 914.512.468.230.00 

b Belanja Lan9sung 

1)Belanja Pegawait p 64.382.317.590.00 

2) Belanja Barang dan Jasa Ro. 267.030.571.497.00 
3 Belanja Modal o. 664.800.165.380  

I  
•. 996.213.054.467.00 

Jurlah Belanj ho.1,910.725.522 697.00 
Surplus/(Oefisit) p. (287 .072.213.183.,00 

3 emnbiaya.an 

a Penerimaan p. 776.418.017.061.00 

b Pengeluaan 
ho 10.353.252.000,0 

Jurlah Pembiaryaan Neto Bo. 766.064.765.0261.00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tatun berkenaan Ro 478.992551.878.0 

Pa#al 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal f 
tercatum dalam Lampiranl Peraturan Bupati Belkasi iri 

Asal 3 

ingkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dima#sud dalam Pasa f 

termini lebit lanjut kedaamn pen/abaran lap0rain reas.as an9a.ran 

Pasal 4 

Penijabaran laporan realisasi arggaran sebagaimana tercanturn dala Paa 3 
tercantum dalam lampiran l eegturan Bupati Bek8st %¥ 

sat 5 

Lapitan sebagaimana imaksud adamn Pasal la Pas.al 4 mnerupa.a Dagan 
yang tidak terpisahkan dai Peraturan gupati Beksi iri 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati Bekast ini mula berlaku pada tanggal diuntangku 

Agar setiap 0rang mengetahuinya meterintahk.an pengundangan Peratuta 

Bupati Bekasi ini dengan perempatannrya dalam Bernita Daerah Kabupaten Belcasi 

Ditetapkan di Ciarang Pusat 

pada tan9gal • 

.4 BUPATT BEKASI, 

' 


